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Kepada Yth,

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa

di —

Tempat

1. Dasar Hukum

a.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentangPemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang-Undang menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum menjadi Undang-Undang;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 12 Tahun 2017 Tentang
Pengawasan Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali
Kota dan Wakil Wali Kota;

Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan
Umum:;

Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota:
Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali
Kota dan Wakil Wali Kota;

Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan
Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
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J- Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024;

k. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024

tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

2. Isi Surat

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas Bawaslu Kabupaten Gowa dalam
melakukan pencegahan pelanggaran sengketa proses, Administrasi dan Pidana
pemilihan pada tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 khususnya
pada pelaksanaan Kampanye dengan ini menyampaikan kepada Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, antara lain sebagai berikut :

Memastikan untuk melaksanakan semua Tahapan Berdasarkan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
dan Wakil Walikota;

Bahwa berdasarkan Pasal 30 Undang — Undang Pemilihan menyebutkan:
Tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/ Kota adalah:

a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:
Angka (5) Pelaksanaan Kampanye;

- Bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2024 menyebutkan:
(1) Dalam melaksanakan Kampanye:

a. Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan

b. Pasangan Calon perseorangan, membentuk tim Kampanye dan
menunjuk petugas penghubung Pasangan Calon.

(2) Pembentukan tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dengan ketentuan:

a. untuk pemilihan gubernur dan wakil gubemur membentuk tim
Kampanye tingkat provinsi dan dapat membentuk tim Kampanye
tingkat kabupaten/kota dan/atau tim Kampanye tingkat kecamatan
atau nama lain; dan

b. untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil

walikota membentuk tim Kampanye tingkat kabupaten/kota dan dapat
membentuk tim Kampanye tingkat kecamatan atau nama lain.

(3) Tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana

dimaksud pada ayaf (1) didaftarkan oleh Pasangan Calon kepada:

a. KPU Provinsi untuk pemilihan gubemur dan wakil gubernur; dan

b. KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta
walikota dan wakil walikota.

(4) Pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada:

a. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya;
dan

b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.

(5) Pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir yang
tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Komisi ini.
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(8) Pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir yang
tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Komisi ini.

(6) Pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai setelah penetapan
nomor urut Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum
pelaksanaan Kampanye.

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2024 menyebutkan:

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan nama tim

Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sesuai dengan

tingkatannya yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (3) pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi dan KPU

Kabupaten/Kota.

- Bahwa berdasarkan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2024 menyebutkan:

(1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan
pemerintah daerah, untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga
Kampanye.

(2) Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan: a. Keputusan KPU Provinsi untuk pemilihan
gubemur dan wakil gubemur; dan b. Keputusan KPU Kabupaten/Kota

untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil
walikota.

(3) Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika,
kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemasangan alat peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik
perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik
tempat tersebut.

(5) Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga)
Hari sebelum Hari pemungutan suara.

(6) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pembersihan alat
peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) berkoordinasi dengan: a. Pasangan Calon; b. Partai Politik Peserta
Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; c. Bawaslu
Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan d. pemerintah daerah.

- Bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2024 menyebutkan :

(1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta
Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat
menambahkan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (2) sebagai alat peraga Kampanye tambahan.

(2) Alat peraga Kampanye tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau
tim Kampanye, dengan ketentuan: a. ukuran alat peraga Kampanye
sesuai dengan ukuran alat peraga Kampanye yang difasilitasi oleh
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan b. alat peraga
Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen)
dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota.
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(3) Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga)
Hari sebelum Hari pemungutan suara.

(4) Pembersihan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu
atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim
Kampanye.

(5) Penambahan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memedomani Keputusan KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota mengenai spesifikasi dan jumlah alat peraga
Kampanye.

(6) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta
Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam melakukan
penambahan alat peraga Kampanye memedomani Keputusan KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(5).

- Bahwa berdasarkan Pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2024 menyebutkan:

(1) Partai Politik Peserfa Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta
Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang memasang
alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat
(1) pada tempat umum sebagai berikut: tempat ibadah; rumah sakit
atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; tempat
pendidikan; fasilitas tertentu milik pemerintah; dan fasilitas lainnya
yang dapat mengganggu ketertiban umum.

(2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) termasuk halaman,
pagar, dan/atau tembok.

3. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Gowa mengimbau
kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa untuk memperhatikan
ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024.

4. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Gowa mengimbau
kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa untuk melakukan
koordinasi dengan stakeholder dalam rangka penurunan Alat Peraga yang
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Gowa mengimbau
kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa untuk tidak menggunakan
tagline pasangan calon dalam setiap kegiatan.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya
diucapkanterima kasih.
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Tembusan Yth;
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Arsip
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